
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUP-APBD
Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar pada tahun  2020, berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Triwulan II, memerlukan adanya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.  
Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran yang terjadi, baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020, yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam  Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus tahunan perencanaan dan penganggaran daerah, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 berdasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Tahun 2020. 

Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 Kabupaten Karanganyar yang telah disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 900/276 Tahun 2019 dan 176.2/23 Tahun 2019 tanggal 22 November 2019 perlu dilakukan beberapa penyesuaian supaya hal-hal yang telah direncanakan tetap dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan asumsi atau target kinerja tahun 2020. 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  pada pasal 154 ayat 1, Perubahan APBD  dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak  sesuai dengan asumsi KUA;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat;

e. Keadaan luar biasa.
Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, secara umum tidak ada perubahan arah kebijakan pembangunan.  Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2020, disebabkan oleh :

1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
Dengan adanya perubahan ini diharapkan agar administrasi pemerintahan lebih tepat dan lebih baik, penggunaan dana sesuai dengan peruntukan dan pos-posnya (kode rekeningnya).

2) Adanya saldo anggaran tahun sebelumnya dan tambahan/pengurangan pendapatan.
SiLPA tahun 2019 yang masih belum digunakan dan kemungkinan adanya tambahan atau perubahan pendapatan, sehingga terjadi penambahan ataupun pengurangan pendapatan di Tahun 2020. 
3) Keadaan Darurat;
Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan COVID-19 dan upaya Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 
1.2. Tujuan Penyusunan KUP-APBD
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Kabupaten Karanganyar, disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kebutuhan / permasalahan yang dihadapi daerah, perubahan program dan kegiatan serta kemampuan pendanaan.
2. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, target dan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah,

3. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah, 

4. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan pembiayaan daerah, 

5. Merumuskan perubahan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tahun 2020.
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, digunakan sebagai :

1. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 
2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Salah satu dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu Tahun Anggaran.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUP-APBD
Peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia        Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Nomor 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 21 Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten  Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;

17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;

18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan  Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
1.4.    Sistematika Penulisan  KUP-APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Penyajian substansi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Karanganyar ini disusun mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :
BAB I.   PENDAHULUAN

1.2. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD);

1.3. Tujuan Penyusunan KUP-APBD; 

1.4. Dasar (hukum) penyusunan KUP-APBD.
BAB II.  PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD 

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum  APBD

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB III. PENUTUP
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Kebijakan Umum  Perubahan APBD Tahun 2020

